Kelima ¢ Tidek dibenarkan mengalihken izin pendinan sekolah ke pikak lain dengan dalih
apapun sebelum adanya persetujuan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor,

Keenam ¢ Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Ciseeng
Pada tanggal -~ :7 Desember 2015
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Tembusan ;

L. ¥th. Bupati Bogor melalui Sekretaris Dacrah Kab. Bogor:

2. Yih. Ketua Dewsn Perwakilan Rakyat Dacrah Kab. Bogor;

3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;

4. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Ciseeng;

5. Yth. Kepala Desa Cibentang Kecamatan Ciseeng;
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PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CISEENG

Alamat : JI. H. Usa No. 1 Kode Pos 16330

KEPUTUSAN CAMAT CISEENG KABLT?ATEN BOGOR
Nomor © #2854/ (00l

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang

Mengingat

KP.

PAUD BUNGA MEKAR V

CIBOGO RT. 001/004 DESA CIBENTANG

KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR
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CAMAT CISEENG %

. Bahwa dalam upa\a mcmngk.au.an dan pemerataan pendldlmn

kepada sera

Usia Dini perlu kan izin Op
Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD BUNGA MEKAR Vy yang
berlokasi di Kp. Cibogo RT. 001/004 Desa/Kelurahan Cibentang
Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor,

Bahwa b pertimt d dalam
huruf a perlu menctapkan Keputusan Camat Ciseeng tentang Izin
Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD BUNGA MEKAR
V yang berlokasi di Kp. Cibogo RT. 001/004 Desa/Kelurahan
Cibentang Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;

. PAUD BUNGA MEKAR V yang berlokasi di Kp. Cibogo RT.
001/004 Desa/Kelurahan  Cibentang Kecamatan Ciseeng
Kabupaten Bogor;

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintzh

Kabupaten Bogor dalam lingkunagn lawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1930 Nomor 8);

. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomer 3390);

. Undang-undang MNo. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional Pasal 28;

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekolah;
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. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002
tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

L

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9):

=%

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Ciseeng
Kabupaten Bogor (Lembaran Dagrah Tahun 2008 Nomor 1y

o

Kepulusan Bupati Bogor tentang Pendclegaslm Kewenangan
Dokumen Adutini i Pelayanan Umum Camat
Caseeﬂg Nomaor : 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

»

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pegubahean atas
Peramran Bupau Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pe m‘iulega&ldn

| Dokumen Admini Pelayanan
P:r:zxnan dan ’\Ion Perizinan kepada Camat. lzin Penyelengaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.

Memperhatikan ¢ 1. SuratP b 1zin Operasional dari Penyel Pendidik
PAUD BUNGA MEKAR ¥ tanggal 7 Desember 2015 Nomnr
420/54/Kpts/Kec/2015 perihal Permohonan Izin Operasional.

Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT
Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Ciseeng Tanggal 1
Nopember 2015,

[

MEMUTUSKAN
Menetapkan H
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
Nama PAUD : BUNGA MEKAR V
Alamat : Kp. Kp. Ciboge RT. 001/004
Desa/Kelurahan  : Cibentang
Kecamatan : Ciseeng

Kedua

Memberikan izin scbagaimana dimaksud dalam dikmm KESATU,
berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berisku dan wajib melakukan Daflar Ulang (Her
Registrasi) Setiap Awal Tahun Pelajaran Kepada Kecamatan Ciseeng.

Ketiga : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap
pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya
pendidikan, maka segala resiko yang, timbul sepenuhnya rnenjmh
tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat
dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Keempat : Segala p:nylmpangan dan atau krlnlwn atas kc‘wnl.uan daiam
keputusan ini yang dapat ik h baik
sengaja maupun tidak sengaja maka Keputusan ini halal atau batal
demi hukum,




